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Abstrak
Pelaku usaha pariwisata terutama pelaku usaha coffee shop wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), namun pada kenyataannya tidak semua memilikinya. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban mempunyai TDUP diiringi dengan meningkatnya usaha pariwisata terutama usaha coffee shop, hal ini  merupakan permasalahan dalam pengawasan pemerintah terutama Kota Surabaya sebagai Kota Terbesar kedua di Indonesia. Kewajiban mempunyai TDUP sebagai bagian dari perizinan terutama usaha coffee shop sesuai dengan ketentuan PERDA Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan  dan bentuk penegasan untuk penegakan hukum atas pelanggaran tidak memenuhi kewajiban usaha pariwisata pada PERWALI Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah Kota Surabaya dalam menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait kewajiban perizinan usaha pariwisata secara administratif dan faktor penghambat penegakan hukum administratif atas banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban memiliki TDUP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan penelitian lapangan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha pariwisata coffee shop yang tidak melaksanakan kewajiban mempunyai TDUP sebagai perizinan usaha pariwisata. Hasil tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh melalui perhitungan coffee shop di Kota Surabaya yang sudah ber TDUP yang diakumulasikan dengan data peningkatan usaha pariwisata berupa restoran/rumah makan dari Tahun 2013-2016 pada kota besar di Jawa Timur melalui data statistik Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur. Faktor penghambat penegakan hukum administratif adalah pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta karakteristik masyarakat yang mengabaikan prosedur hukum atau hukum yang berlaku (failure to follow procedurs or the law).
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Usaha Pariwisata.
Abstract

Tourism businesses, especially coffee shop operators, must have a Tourism Business Registry (TDUP), but in reality, not all have it. The increasing number of business actors who do not carry out the obligation to have a TDUP is accompanied by an increase in tourism businesses, especially the coffee shop business, this is a problem in government supervision, especially Surabaya city as the second-largest city in Indonesia. Obligation to have a TDUP as part of the licensing, especially the coffee shop business following provisions of the Surabaya City Regional Regulation Number 23 of 2012 concerning Tourism and the form of affirmation for law enforcement for violations not fulfilling tourism business obligations in Surabaya City Regional of Mayor Number 64 of 2014 concerning Tourism. This study aims to determine the extent of the role of the Surabaya City government in enforcing the applicable laws and regulations related to administrative business licensing obligations and administrative law enforcement factors inhibiting the number of business actors who do not fulfill the obligation to have a TDUP. The research method used is empirical juridical using field research to study the legal rules that apply in society. The results are based on data obtained through the calculation of coffee shops in Surabaya that already have a TDUP accumulated with data on increasing tourism businesses in the form of restaurants from 2013-2016 in a major city in East Java through statistical data from the Central Statistics Agency of East Java Province. The inhibiting factors of administrative law enforcement are business actors, Human Resources (HR) in the Office of Culture and Tourism, as well as the characteristics of the people who ignore legal procedures or law (failure to follow procedures or the law).
Keywords: Law enforcement, Licensing, Tourism Businesses.
PENDAHULUAN
Usaha merupakan bisnis yang dilakukan untuk mencari keuntungan berdasarkan peluang yang ada. Usaha dibagi menjadi empat macam yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Setiap usaha tidak lepas dari persoalan bisnis yang melekat pada setiap pelaku usaha. Urusan bisnis memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat di usia muda yang masih baru dalam urusan bisnis mulai dari perizinan, tata cara pengelolaan, manajemen keuangan, dll. Maka dari itu, bisnis merupakan faktor penting dalam menyejahterakan masyarakat (Nopriansyah 2019).

Peningkatan persoalan bisnis secara signifikan pada era 4.0 kemajuan teknologi sekarang ini merupakan tanda bahwa masyarakat sadar untuk berwirausaha. Semakin banyaknya jenis usaha yang meningkat dapat dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Salah satu peluang bisnis yang menguntungkan adalah usaha coffee shop. Perkembangan usaha coffee shop menjadi bagian dari peluang bisnis yang menggiurkan berdasarkan kebutuhan kaum millennial atau anak muda yang tidak lepas dengan sosial media. Berdasarkan perkembangan usaha coffee shop menjadikan peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berdampak pada gaya hidup terutama di kota besar seperti Kota Surabaya. Pertumbuhan usaha coffee shop perlu diperhitungkan berdasarkan kategori usaha, terutama usaha pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor usaha yang menguntungkan karena berpotensi untuk berkembang dari tahun ke tahun berdasarkan kebutuhan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya pariwisata yang besar meliputi keberagaman budaya dan keindahan alam yang membuat pariwisata sebagai penyumbang pekonomian sebagai penghasil devisa. Keberagaman budaya menjadi poin unik yang diminati wisatawan untuk belajar budaya lokal dari daerah wisata seperti kota Surabaya. Kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan dan sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Demi mendorong perkembangan pariwisata di kota Surabaya banyak didirikan coffee shop sebagai bagian dari penyediaan fasilitas pariwisata yang dilakukan oleh pelaku bisnis coffee shop. Hal tersebut perlu peran pemerintah daerah juga dalam hal otonomi daerah pada aspek administrasi pemerintah daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hak dan wewenang tersebut sebagai bentuk 
penyelenggaraan dalam pelayanan perizinan untuk para pengusaha yang berbasis negara hukum demokratis.
Usaha pariwisata terdiri dari penyedian fasilitas-fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata. Usaha pariwisata sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat (7). Usaha pariwisata merupakan bagian dari usaha dengan kategori bidang pariwisata dengan tujuan kepariwisataan. Tujuan diselenggarakan usaha pariwisata sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pelaku usaha dengan bidang masing-masing yang berfokus pada pariwisata dengan didampingi perizinan berupa TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). TDUP adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Pariwisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya (Ukmindonesia n.d.). Perizinan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) sebagai bentuk izin usaha dengan tujuan yang diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 2 yaitu :
“Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan :

a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan

b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.”
Pesatnya pertumbuhan usaha kedai coffee shop di kota besar terutama Kota Surabaya sebagai kota metropolitan kedua setelah Kota Jakarta diperlukan aturan untuk mengatur lebih khusus untuk perizinan usaha. Pertumbuhan jumlah gerai coffee shop haruslah memperhitungkan kondisi pengelompokan usaha, terutama usaha pariwisata. Pengelompokan kategori usaha pariwisata bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya sebagai bagian untuk menjamin kepastian hukum terutama coffee shop. Terkait kewajiban bagi pelaku usaha coffee shop untuk mempunyai TDUP diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 18 angka 1 yang menyatakan

“Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.”

Coffee shop sebagai usaha kekinian yang termasuk kategori usaha pariwisata berkewajiban untuk mempunyai izin usaha pariwisata. Kewajiban untuk mendaftarkan usaha pariwisata merupakan sebagai perlindungan hak dan kewajiban pelaku usaha coffee shop atas hukum yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan pelayanan perizinan yang memadai dan memudahkan masyarakat dalam mengurus ijin usaha pariwisata dalam rangka memperoleh kepastian hukum.
Kategori usaha pariwisata seperti coffee shop diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Pasal 1 ayat (7) yang selanjutnya disebut UU Pariwisata. Undang-Undang Pariwisata yang selanjutnya diturunkan menjadi aturan lebih khusus pada daerah Kota Surabaya yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan lalu aturan mengenai kategori usaha pariwisata diperjelas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:
“Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi jenis usaha :

a. Restoran;

b. Rumah Makan, termasuk didalamnya adalah steak house, coffee shop, ice cream palace, cafetaria, depot, sate house, fast food, bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis;

c. Bar/Rumah Minum

d. Kafe;

e. Pusat Penjualan Makanan

f. Jasa Boga”.
Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya terdapat data mengenai jumlah gerai coffee shop yang sudah dan belum mempunyai TDUP:
Tabel 1.1

Perbandingan Data Coffee shop ber TDUP dan tidak BerTDUP

	Coffee shop di Kota Surabaya sudah TDUP
	Coffee shop di Kota Surabaya belum TDUP

	82
	216


Sumber : Data Pokok TDUP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, diolah.
Data diatas menunjukkan masih banyak pelaku usaha coffee shop yang belum mempunyai kesadaran hukum dalam memberikan kepastian hukum untuk kelangsungan usahanya dengan mempunyai perizinan TDUP. Kondisi tersebut menjadi beban untuk pemerintah Kota Surabaya dengan peningkatan penyelenggaraan coffee shop dalam hal pelayanan hukum terhadap masyarakat terutama dalam hal kesadaran hukum terkait kewajiban mendaftarkan usahanya bagi pelaku usaha.
Indikator jumlah coffee shop yang mempunyai TDUP yang dilihat dari peningkatan jumlah restoran di kota besar di Jawa Timur dengan pariwisata tertinggi tentunya menjadi patokan bahwa pendirian usaha coffee shop di Kota Surabaya terjadi peningkatan pesat. Sehingga penelitian ini dilakukan pada area Surabaya dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur.
Table 1.2

Data Jumlah Restoran/Rumah Makan Di Kota Besar Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, diolah sendiri
Alasan peneliti memilih Kota Surabaya sebagai tempat penelitian karena peningkatan pendirian coffee shop pada setiap tahun dan kesadaran hukum untuk kewajiban mempunyai TDUP sebagai izin usaha pariwisata karena Kota Surabaya menjadi kota dengan peningkatan ekonomi dan pariwisata yang cukup tinggi dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya pengawasan terutama pada perizinan usaha pariwisata yaitu kewajiban mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Pengawasan yang dilakukan untuk pelaku usaha terhadap kewajiban mempunyai TDUP yaitu dengan adanya sanksi administratif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Pelaksanaan pengawasan dengan pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha juga terdapat kendala dengan adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu faktor pelaku usaha, sumber daya manusia (SDM), dan karakteristik masyarakat yang mengabaikan prosedur hukum atau hukum yang berlaku (faillur to follow procedurs or the law). Sehingga perlu adanya kerjasama untuk terciptanya tujuan hukum yang seimbang antara pemerintah Kota Surabaya dalam hal kepariwisataan dan pelaku usaha. Penegakan hukum sendiri merupakan proses upaya penegakan atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum untuk keberlangsungan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Setiap norma hukum dalam penegakan hukum mengandung ketentuan hak dan kewajiban yang bersifat dasar. Hal tersebut diterapkan pada penegakan hukum administratif di Kota Surabaya terhadap pelaku usaha coffee shop yang diatur Pasal 33 ayat (1) Perda Kota Surabaya No 23 Tahun 2012. Peningkatan usaha pariwisata coffee shop sendiri dari tahun ke tahun memiliki ciri khas sendiri untuk penerapan pengawasan sehingga pemerintah Kota Surabaya memberikan aturan lebih khusus dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan. 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberlakuan pengenaan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan kedua penelitan ini untuk memahami faktor penghambat banyaknya pelaku usaha tidak mentaati adanya kewajiban mempunyai izin usaha pariwisata di Kota Surabaya dengan peningkatan perekonomian secara pesat setiap tahunnya.
METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penulisan yuridis empiris. Penulisan ini digunakan untuk mengetahui keefektifan undang-undang yang berlaku saat ini. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kenyataan masyarakat (Waluyo 2002). Penelitian ini dilakukan guna mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif (Fajar 2007). Penelitian hukum empiris menggunakan instrument pengambilan data dengan teknik observasi, wawancara (Interview), dan dokumentasi. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Marzuki 2005).

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, masyarakat Kota Surabaya. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya (Ali 2014). 

Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha coffee shop dengan lokasi penelitian di Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta karena dengan perkembangan perekonomian dan peningkatan untuk melek usaha yang signifikan setiap tahun dalam sektor pariwisata. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode menguraikan data yang diperoleh dari lapangan yang menghasilkan data deskriptif analitis yang diolah oleh peneliti.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) (Ali 2014). Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari : (a). Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Tentang Pariwisata, (b). Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, (c). Peraturan Menteri Pariwisata No. PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Usaha Jasa Makanan dan Minuman, (d). Peraturan daerah Kota Surabaya No. 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan, (e). Peraturan Wali Kota Surabaya No. 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, (f). Peraturan Wali Kota Surabaya No. 55 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran PERDA Kota Surabaya NO. 23 Tahun 2012, (g). Peraturan Wali Kota Surabaya No. 64 Tahun 2014 Tentang Sanksi Administratif. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi (Ali 2014).

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verfikasi data (Sugiyono 2010). Analisis data dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan analisis data dari hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Penegakan Hukum Administratif Bagi Pelanggaran Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum administratif bagi pelaku usaha pariwisata yaitu coffee shop di Kota Surabaya terkait kewajiban mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (selanjutnya disebut TDUP). Kasus ini bermula pada peningkatan perekonomian tiap tahun Kota Surabaya dalam sektor pariwisata terutama dalam fasilitas penunjang pariwisata yaitu coffee shop yang tiap tahun bertambah dengan pesat, seperti tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Usaha coffee shop sendiri termasuk kategori usaha pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan dan Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.



Peningkatan kebutuhan pariwisata tidak lepas dari peningkatan perekonomian terutama fasilitas penunjang pariwisata berupa jasa makanan dan minuman yang termasuk didalamnya coffee shop menjadi peran penting dalam mendukung pariwisata Kota Surabaya, sesuai dengan survei yang dilakukan peneliti pada masyarakat terutama pelaku usaha coffee shop sehingga perlu adanya pendataan dan pengawasan khusus atas perizinan penyelenggaraan usaha pariwisata untuk coffee shop yang berdiri di Kota Surabaya. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut (Nawawi 1992). 


Izin merupakan instrumen bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan preventif (Widodo 2012). Izin dalam pengawasan preventif mempunyai fungsi setidaknya lima fungsi izin, yaitu :

1. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas.
2. Mencegah timbulnya bahaya, seperti izin usaha industri untuk mencegah kerusakan lingkungan yang membahayakan lingkungan sekitar industri.
3. Melindungi objek tertentu yang dilindungi, seperti izin membongkar monument bersejarah.

4. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas (Widodo 2012), seperti izin mendirikan bangunan pada wilayah padat penduduk atau wilayah cagar alam.

5. Melakukan pengarahan dengan menggunakan seleksi atau syarat terhadap aktivitas -aktivitas tertentu, seperti izin perpindahan status warga negara.

Pengawasan yang dilakukan sesudah adanya ketetapan dari pemerintah sehingga bersifat korektif dan pemulihan atas suatu tindakan yang melanggar hukum merupakan pengawasan represif. Pengawasan ini disebut juga pengawasan aposteriori (Koentjoro 2004). Apabila orang atau masyarakat yang sudah mendapatkan izin atas penyelenggaraan usaha atau kegiatan hukum lainnya namun melanggar peraturan perundang-undangan atau apa yang telah ditentukan dalam aturan izin tersebut, maka pemerintah dapat melakukan pengawasan represif berupa sanksi sebagai penegakan hukum.

TDUP merupakan bagian dari perizinan untuk pelaku usaha pariwisata dengan semua kategori usaha yang ditentukan Undang-Undang tentang kepariwisataan, sebagai payung hukum segala penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia termasuk untuk Pemerintah Daerah Kota Surabaya. TDUP dapat diberikan pada pelaku usaha pariwisata apabila pelaku usaha pariwisata melakukan pengurusan izin sesuai prosedur yang ditetapkan melalui website ssw.surabaya.go.id yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai badan yang mengurus seluruh perizinan di Kota Surabaya yang bekerjasama dengan dinas sesuai perizinan masing-masing.
Prosedur pendaftaran perizinan usaha pariwisata berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yang dilakukan secara online melalui website ssw.surabaya.go.id dengan alur :
i. Pendaftaran permohonan oleh pemohon

1. Melakukan pendaftaran akun bagi yang belum mempunyai akun.
2. Login dengan akun yang dimiliki.
3. Memilih pendaftaran izin parsial-Layanan budaya dan pariwisata.
4. Memilih Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

5. Mengisi formulir pendaftaran pada formulir yang telah disediakan.

6. Mengupload dokumen persyaratan

7. Submit / mengirim permohonan secara online.

ii. Proses verifikasi administratif pada UPTSA dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

iii. Jika administrasi sudah sesuai dilanjutkan ke proses survey lapangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

iv. Jika sesuai maka dikeluarkan TDUP oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Penerbitan TDUP kepada pelaku usaha pariwisata harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, seperti yang dinyatakan oleh narasumber yaitu ibu Vania Dwi Putri (Kasie Jasa dan Sarana Pariwisata Bidang Industri) yang menyatakan bahwa penerbitan TDUP berdasarkan rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, atas persetujuan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melalui proses dan alur yang telah ditetapkan dan diinfokan melalui website ssw.surabaya.go.id .
 Pendaftaran perizinan usaha pariwisata ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang selanjutnya sebagai pendataan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan indikator data industri pariwisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata peningkatan jumlah penyelenggaraan coffee shop sebagai berikut :
Tabel 1.3 
Data pertambahan jumlah coffee shop ber TDUP di Kota Surabaya
	NO
	Tahun 
	Jumlah coffee shop di Kota Surabaya ber TDUP

	1
	2013
	19

	2
	2014
	26

	3
	2015
	19

	4
	2016
	20

	5
	2017
	23

	6
	2018
	31

	7
	2019
	50

	8
	2020
	11 (Data Sementara hingga bulan Maret)


Sumber : Data Pokok TDUP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, diolah.

 Data coffee shop yang sudah memiliki TDUP di Kota Surabaya tersebut lebih sedikit jumlahnya, dibandingkan dengan jumlah perkiraan coffee shop dilapangan sehingga diperlukan adanya ketegasan dengan adanya penegakan hukum administratif bagi pelaku usaha coffee shop yang tidak memenuhi kewajibannya mempunyai TDUP. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi  (Wayne 1964). 
 Negara Indonesia merupakan negara-negara yang tergolong penganut tradisi hukum continental menempatkan “peraturan perundang-undangan” sebagai sendi (dasar) utama bagi sistem hukumnya (Lubis 2009). Peraturan undang-undang dijadikan bahan penegakan hukum secara pidana, perdata, maupun administratif. 

Sanksi administratif merupakan inti dari penegakan hukum administrasi yang diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum administrasi dengan pemerintah yang melakukan penerapan atas kewenangan berasal dari hukum administrasi tertulis maupun tidak tertulis. Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul antara pemerintah dan warga negara tanpa adanya pihak ketiga atau perantara (kekuasaan peradilan), tetapi dilakukan langsung oleh bagian administrasi sendiri dari pemerintah. Sanksi administratif dapat disebut sebagai sanksi pemulihan (repartoir) dengan istilah “herstelsancties” dan sanksi hukuman dengan istilah “bestraffendesancties”. Istilah “herstelsancties” merupakan untuk menghentikan pelanggaran yang ada dan mencegah adanya pelanggaran baru, serta istilah “bestraffendesancties” merupakan memberi hukuman dan memberikan efek jera pada pelanggar (Raharja 2014).
Sanksi administratif dalam karakternya menganggap suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan pada tatanan hukum administrasi dapat disebut pelanggaran. Sehingga sanksi administratif merupakan sanksi paling praktis diantara sanksi pidana dan sanksi perdata. Sanksi administratif merupakan bagian dari perbuatan pemerintah yang didasarkan pada kewenangan organ administrasi negara dan perbuatan pemerintah yang melahirkan keputusan-keputusan organ administrasi sifatnya menimbulkan akibat hukum yang menciptakan hak dan kewajiban.
Penerapan sanksi administratif sebagai bagian dari penegakan hukum perundang-undangan melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan melalui pejabat administrasi. Penegakan sanksi administratif merupakan bentuk dari pengawasan represif. Penerapan saksi administratif harus memperhatikan beberapa kriteria dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Unsur-unsur dasar sanksi diterapkan.

2. Jenis sanksi.

3. Jangka waktu pengenaan sanksi.

4. Tata cara penengenaan sanksi.

5. Mekanisme pembatalan atau pengguguran sanksi (Raharja 2014).
Mengingat sanksi yang diterapkan merupakan kewenangan bebas melaksanakan paksaan pemerintah (bestuurdwang) (Raharja 2014). Hal ini kewenangan bebas berarti pemerintah diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan hal yang dianggap baik menurut inisiatif sendiri atau menggunakan kewenangan paksaan pemerintah (bestuurdwang)(Raharja 2014).

Penegakan hukum administratif yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya diterapkan berdasarkan norma-norma dan kriteria sesuai aturan yang serta didasari oleh PERDA Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan serta ditegaskan penerapan pemberian sanksi administrasi dalam PERWALI Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan. Tata cara pemberian sanksi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berupa :
a. Teguran/ peringatan tertulis

Teguran/peringatan tertulis berdasarkan Pasal 1 Ayat (43) menyatakan  merupakan teguran atau peringatan tertulis yang diberikan kepada pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan. Teguran/peringatan tertulis merupakan bagian dari sanksi paling ringan sebagai tahap awal dalam penegakan sebelum pada tahap penegekan sanksi administratif selanjutnya.

Sanksi administratif melalui teguran/peringatan tertulis diberikan kepada pelaku usaha coffee shop berupa tertulis dengan bentuk tertulis sebagai bentuk untuk mempermudah pembuktian pada pengadilan. Pemberian sanksi administratif melalui teguran/peringatan tertulis sebagai bentuk peringatan pertama pada pelaku usaha coffee shop untuk segera melakukan kewajibannya mendaftarkan usahanya dengan mengajukan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau tidak memperpanjang izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) saat masa berlaku izin sudah lama habis. 
Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis (tulisan/lisan) dapat diberikan lebih dari satu kali yaitu sebanyak 3 kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, karena sanksi tersebut merupakan tahap awal sebelum pada sanksi lebih berat berdasarkan undang-undang yang ada, kecuali dalam keadaan mendesak tanpa melalui tahap pemberian sanksi melalui sanksi teguran/peringatan tertulis. Teguran/peringatan tertulis memuat rincian menganai pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku usaha coffee shop. 
Isi terguran/peringatan tertulis memberikan perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha coffee shop sesuai ketentuan undang-undang dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan perintah tersebut.  Teguran/peringatan tertulis yang sudah diberikan kepada pelaku usaha coffee shop namun tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (4) Undang-Undang Kepariwisataan akan dilakukan pembatasan usaha oleh pihak pejabat administrasi negara yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Tindakan tersebut sebagai bentuk penyesuaian keadaan sesuai peraturan perundang-undangan bilamana terdapat pelaku usaha yang melalaikannya.

Berita acara yang dikeluarkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang teguran/peringatan tertulis disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk bertindak dilapangan mengenai pertanggungjawaban penghentian usaha pariwisata dalam waktu tertentu apabila pelaku usaha coffee shop tidak mematuhi kewajiban mendaftarkan usaha Pariwisata. 
b. Pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata
Pembekuan sementara sanksi administrasi merupakan sanksi kedua setelah sanksi teguran/peringatan tertulis. Pembekuan merupakan penghentian sementara izin atas suatu perbuatan hukum yang diselenggarakan. Pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata yaitu penghentian sementara izin atas usaha pariwisata yang diselenggarakan dengan jangka waktu tertentu sebagai bagian teguran untuk mengurus perpanjangan atau penghentian usaha apabila ada pelanggaran oleh pelaku usaha pariwisata. Pembekuan sementara dapat terjadi karena badan administrasi atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya mengeluarkan keputusan yang tidak dihiraukan. Pembekuan sementara merupakan sanksi hukuman. 
Pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata dilakukan atau ditetapkan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran/peringatan tertulis ketiga oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Keputusan penetapan pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata diberikan kepada pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya akibat melanggar ketentuan peraturan perizinan usaha pariwisata. Penetapan pembekuan pada pelaku usaha pariwisata yaitu pelaku usaha coffee shop yang melanggar ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah putusan penetapan diterima.

Pembekuan tanda daftar usaha pariwisata diberikan untuk menghentikan sementara segala proses jalannya usaha atas usaha coffee shop termasuk kegiatan ekonomi penjualan produk dari usaha coffee shop yang didirikan. Pemberian putusan pembekuan izin tanda daftar usaha pariwisata dilakukan oleh pejabat administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya terkait bidang industri pariwisata dengan didampingi perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja.
c. Denda administratif

Denda administratif atau denda administrasi merupakan sebagai bentuk sanksi ketiga setelah pemberian sanksi teguran/peringatan tertulis dan pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata. Bentuk denda administrasi yang ditetapkan berupa pembayaran uang sesuai kategori pelanggaran dari usaha. Sanksi berupa denda administratif biasanya terjadi pada masyarakat yang terlambat dalam membayar rekening telepon, listrik, air, dsb (Widodo 2012). 

Dalam konteks ini denda administratif digunakan untuk pelanggaran yang sudah tiga kali mengalami teguran/peringatan tertulis yang di lakukan oleh pejabat administrasi negara yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya kepada pelaku usaha pariwisata yaitu coffee shop. Apabila sudah diberi teguran tersebut tidak menghentikan usahanya sementara untuk mengurus kewajiban mempunyai TDUP maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya mengeluarkan keputusan mengenai denda administratif yang disesuaikan dengan bidang usaha pariwisata yang selanjutnya diberikan pada pelaku usaha coffee shop yang tidak memenuhi kewajibannya dan tembusannya disampaikan kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja.

Jumlah denda administratif ditetapkan oleh pejabat administratif berdasarkan aturan Perwali Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Pasal 2 Ayat (2) huruf d yaitu :

“ (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :

d. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :

1. Restoran, Rumah Makan, Kafe, Pusat Penjualan Makanan, Jasa Boga atau Lounge sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan

2. Bar/Rumah Minum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). “

Penentuan denda administratif tersebut disesuaikan dengan kategori usaha pariwisata berdasarkan tingkat pendapatan tiap tahun dan persetujuan kepala daerah. Bahwasanya denda administrasi merupakan sanksi berat bagi penerima sanksi.
d. Penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata

Penyegelan/penutupan tenpat usaha pariwisata merupakan pemberian sanksi tahap terakhir yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata termasuk pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya sesuai ketentuan Perwali Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Derah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan. Penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata dilakukan dengan menutup paksa usaha pariwisata yang sudah tidak mematuhi peringatan sanksi-sanksi yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Penyegelan /penutupan tempat usaha pariwisata merupakan penerapan sanksi kumulasi antara sanksi administrasi dan sanksi pidana  dalam prakteknya. Sanksi administrasi dalam penerapannnya ini tidak berdiri-sendiri, dimana pejabat pemerintah menerapkan dua sanksi secara bersama-sama untuk memberikan efek jera bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran berulang-kali.

Tujuan sanksi-sanksi tersebut untuk mempunyai efek jera dan menakutkan terhadap pelanggar potensial maupun yang sudah pernah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi. Penegakan hukum administrasi yang dikenakan terhadap pelanggar-pelanggar tersebut sebagai sarana untuk merubah perilaku yang menyimpang dari aturan, tujuan utama adalah perilaku yang diubah supaya tidak dipandang sebagai pelanggaran lagi. Sanksi administratif tersebut merupakan bentuk paksaan dari pemerintahan untuk melaksanakan dan meperhatikan ketentuan-ketentua hukum yang berlaku berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum sebagai bentuk penekanan utntuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksanaanya pemerintah Kota Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pengawasan lapangan secara terintregrasi bersama dinas terkait (Satpol PP, bagian Hukum, Dinas Perdagangan, Polres, Granisun) terhadap usaha pariwisata terutama pada kategori rumah makan, restoran, kafe, maupun coffee shop yang sudah berTDUP maupun yang belum mempunyai TDUP.
Penegakan hukum berdasarkan sanksi administratif tersebut untuk mencapai tujuannya perlu diperhatikan  3 (tiga) aspek yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Tiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut :
a. Kemanfaatan, yaitu dalam pelaksanaan penegakan hukum administratif harus diperhatikan kegunaan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta pemerintah.

b. Keadilan, yaitu keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal yang pertama kesamarataan dimana setiap orang atau pelaku usaha mendapatkan bagian yang sama dan yang kedua kesebandingan dimana setiap orang atau masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum maupun didepan aparat penegakan hukum dan pejabat administrasi. Artinya pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus sesuai dengan tujuannya (Widodo 2012). Seperti contohnya apabila terdapat pelaku usaha coffee shop yang melanggar harus diberikan peringatan secara tertulis atau lisan tanpa langsung ditertibkan berdasarkan sanksi administratif yang memberatkan.
c. Kepastian hukum, yaitu hukum harus ditegakkan untuk memberikan kepastian yang mempunyai kekuatan hukum pada setiap orang untuk peristiwa hukum yang konkret. Kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara (Widodo 2012).
Faktor Penghambat Penegakan Hukum Administratif Bagi pelaku 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya bayak yang belum mengetahui dan memahami bagaimana perizinan usaha pariwisata dengan mempunyai TDUP sebagai izin pendirian usaha. Sehingga perlu adanya strategi dari dinas untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum administratif untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar (Soekanto 1983). Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum tersebut meliputi sumber daya manusia, organisasi yang baik dalam pelayanan dalam pemberian izin, dan teknologi yang mumpuni. Apabila penerapan sarana dan fasilitas tersebut sebagian tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual (Soekanto 1983).
Pada kenyataannya pemberlakuan izin usaha pariwisata berupa TDUP di Kota Surabaya tidak disertai sosialisasi mengenai kewajiban mempunyai izin usaha TDUP, sehingga penerapan perizinan TDUP belum terlalu efektif untuk diterapkan menyeluruh pada pelaku usaha pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari fenomena faktor penghambat yang terjadi di Kota Surabaya terkait usaha coffee shop, yaitu: 

a. Faktor Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang didirikan dalam bentuk badan hukum atau non badan hukum yang didirikan di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan perjanjian ataupun tanpa perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya pelaku usaha merupakan bagian dari penyelenggaraan usaha atas perekonomian termasuk usaha pariwisata seperti coffee shop. 


Pelaku usaha terutama pelaku usaha pariwisata bertanggung jawab atas perizinan penyelenggaraan usahanya, pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha khususnya usaha pariwisata yaitu coffee shop tidak mengetahui terkait perizinan usaha pariwata yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Faktor ini merupakan faktor paling banyak dilakukan penegakan hukum administratif di Kota Surabaya karena Sebagian besar pelaku usaha coffee shop tidak memahami usaha yang diselenggarakan termasuk ke dalam kategori usaha pariwisata.


Berdasarkan faktor penghambat penegakan hukum administratif karena ketidaktentuan dalam mendaftarkan usahanya oleh pelaku usaha, karena tidak membutuhkan untuk melegalkan usahanya dalam penyelenggaraan. Hal ini faktor kesadaran pelaku usaha coffee shop sangat rendah untuk melakukan kewajiban terkait perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Menurut Kasie Bidang Industri Pariwisata menyatakan bahwa pelaku usaha coffee shop dalam penyelenggaraan usahanya banyak yang tidak memiliki izin operasional yang lengkap, izin operasional TDUP sudah mati atau kadaluarsa dan banyak yang melakukan perluasan usaha dengan membuka cabang tanpa melapor kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Lebih lanjut beliu mengatakan bahwa coffee shop ysng tidak memiliki TDUP atau dokumen perizinan lengkap sesuai peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan tidak diperbolehkan untuk tetap beroperasi jika tetap dilanggar.
b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
Sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan faktor internal terpenting dalam memberikan perizinan dan sosialisasi terkait pentingnya perizinan TDUP sebagai izin usaha pariwisata. Sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja sesuai bidang berdasarkan ketentuan PERWALI Kota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya .

Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim menjadikan koordinasi dalam penyampaian sosialisasi informasi terkait perizinan usaha pariwisata melalui Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) belum maksimal. Hal tersebut dilihat dalam antusiasme pegawai dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi di luar kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tidak terlihat pemanfaatan peran pada setiap bidang secara maksimal, karena latar belakang pegawai bukan berasal dari bidang kepariwisataan. 

Namun, sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya sangat terbatas mengingat pesatnya pertumbuhan coffee shop yang berdiri tiap tahunnya, sehingga tidak semua wilayah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban mempunyai izin usaha pariwisata yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan dilakukan penegakan hukum administratif secara menyeluruh.

Adanya hambatan tersebut terjadi karena adanya berkas yang diterima oleh pegawai tidak lengkap, kurangnya sarana/fasilitas yang diberikan untuk pelayanan, serta adanya tugas sampingan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, kurangnya daya inovatif pada pegawai. Hal tersebut menjadi faktor penghambat karena jumlah sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan banyaknya pelaku usaha dan luasnya wilayah Kota Surabaya.
c. Karakteristik Masyarakat yang Mengabaikan Prosedur Hukum Atau Hukum Yang Berlaku (Faillur To Follow Procedurs Or The Law)
 Karakteristik masyarakat yang mengabaikan prosedur hukum atau hukum yang berlaku (faillur to follow procedurs or the law) merupakan bentuk pencerminan atas ketidaktahuan tentang hukum yang berlaku di Indonesia dengan banyaknya undang-undang. Karakteristik tersebut merupakan bentuk negatif dari teori fiksi hukum yaitu sejak undang-undang atau aturan setahun diundangkan masyarakat dianggap paham hukum. Dari fenomena faktor penghambat penegakan hukum administratif sebagai bentuk kurangnya pengawasan dari pemerintah khususnya daerah Kota Surabaya. 

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti melalui wawancara secara langsung pada pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya masih banyak yang belum mengetahui mengenai perizinan usaha pariwisata dan usaha coffee shop yang diselenggarakan termasuk kedalam usaha pariwisata karena banyaknya aturan yang ada. Pelaku usaha coffee shop merasa jika sudah diberi peringatan maka akan mengurusan dan melakukan kewajibannya terkait perizinan setelah mengetahui kewajiban tersebut dari adanya teguran peringatan dari pemerintah Kota Surabaya.

Karakteristik masyarakat yang mengabaikan prosedur hukum atau hukum yang berlaku (faillur to follow procedurs or the law) menjadi bagian yang sangat sering dilakukan mengingat kurang tegasnya pelayan dan penegakan hukum oleh pemerintah berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diundangkan. Masyarakat merasa setiap kegiatan yang berhubungan dengan hukum dapat selelsai dengan sendirinya dengan cara diabaikan.

Anggapan masyarakat kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dalam perkembangan masyarakat. Anggapan tersebut sebagai salah satu akibat negatif dari anggapan atau pandangan tentang hukum adalah hukum positif tertulis belaka. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah yang berlaku pada masyarakat, sehingga identik dengan penegak hukum yang memberikan pengharapan yang terlampapu banyak pada peranan aktual penegakan hukum yang mengakibatkan kebingungan pada penegak hukum.
Ketiga faktor penghambat tersebut saling berkaitan terkait masalah pokok penegakan hukum administratif yang diterapkan di Kota Surabaya terhadap pelaku usaha coffee shop yang merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian faktor penghambat tersebut sebagai dampak kehidupan masyarakat Indonesia dalam memahami dan menghadapi kondisi hukum yang ada.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop di Kota Surabaya Terkait Kewajiban Mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Penegakan Hukum Administratif terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata kategori coffee shop di Kota Surabaya telah melaksanakan penindakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tersebut.  Pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh pengawas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, namun masih terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha coffee shop dan proses perpanjangan TDUP yang dilakukan belum maksimal.
2. Berdasarkan faktor penghambat, kurangnya potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya terkait memberikan sosialiasi dengan kondisi wilayah serta pertambahan coffee shop yang meningkat tidak semua terjangkau. Kondisi masyarakat yaitu pelaku usaha coffee shop belum memahami kewajiban mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai perizinan usaha pariwisata serta karakteristik masyarakat yang mengabaikan hukum. Kendala tersebut menjadi hal yang selalu dihadapi pemerintah Kota Surabaya terkait penertiban secara administratif karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Sebagian besar pelaku usaha coffee shop.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti mengenai penegakan hukum administratif terhadap pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya terkait kewajiban mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha pariwisata kategori makanan dan minuman yaitu coffee shop diharapkan lebih sadar dan mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya melaui aturan PERDA dan Perwali terhadap kewajiban hukum yaitu untuk mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai izin usaha pariwisata yang diselenggarakan di Kota Surabaya. 
2. Bagi pemerintah Kota Surabaya terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan memberikan sosialisasi dan pengawasan terkait kewajiban mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai perizinan usaha pariwisata terhadap pelaku usaha coffee shop secara menyeluruh dan bertahap pada setiap daerah yang terdapat penyelenggaraan usaha coffee shop di Kota Surabaya. Sehingga perlu dilakukan pengoptimalan sumber daya manusia (SDM) sesuai bidang kepegawaian dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas dan kwantitas pelayan pada masyarakat termasuk pelaku usaha, terutama pada bagian pelayan perizinan bidang industri pariwisata. Sehingga dalam penegakan hukum administratif dapat dioptimalkan berdasarkan konsep sanksi hukum administratif yang berlaku di Indonesia.
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